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a.

BUPATITAPIN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesembilan  Keputusan Bersama Menteri

Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan
Pertanahan  Nasional, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
25j]SKBjVj2017, Nomor 590-3167A Tahun
2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran =~ Tanah
Sistematis, maka dipandang perlu mengatur
Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran = Tanah

Sistematis Lengkap di Kabupaten Tapin;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam  huruf a,
perlu menetapkan  Peraturan Bupati tentang
Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran = Tanah

Sistematis Lengkap di Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);



2. Undang-UndangNomor8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat I1
Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5038);

4. Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5679);



6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan



12.

13.

14.

15.

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengeloaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Menteri  Agraria  dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan
Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan
Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 25/ SKB/V /2017,
Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor
34 Tahun 2017  tentang Pembiayaan

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan

Susunan Perangkat Daerah;



16.Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor38 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata

KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANGPEMBIAYAAN
PERSIAPANPENDAFTARANANAHSISTEMATIS
LENGKAP.

BABI
KETENTUANMUM
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin.

5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya
disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek
pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam
satu Wilayah Desal Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat
dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau
beberapa obyek pendaftaran tanah  untuk  keperluan

pendaftarannya.



BAB 11
MAKSUIDANTUJUAN
Pasal2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mendukung kelancaran Program Strategis Nasional PTSL di
Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. penyeragaman biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat
peserta Program PTSL sehingga dapat meminimalisir adanya
pungutan-pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum
yang dapat membebani masyarakat; dan

b. memberikan kepastian hukum terhadap sumber pembiayaan

persiapan PTSL.

BAB III
KEGIATARERSIAPAN
Pasal3
(1) Kegiatan persiapan PTSLterdiri atas:
a. kegiatan penyiapan dokumen;
b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
c. kegiatan operasional Petugas Desa/Kelurahan.

(2) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik
atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang
kurangnya berisi keterangan tidak adanya sengketa, riwayat
pemilikau/penguasaan tanah, tanah yang dikuasaifdimiliki
bukan merupakan tanah Aset Pemerintah/DaerahfDesa dan
penguasaan tanah secara sporadik.

(3) Kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa biaya pengadaan tanda batas
bidang tanah dan materai yang cukup untuk pengesahan Surat

Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



(4) Kegiatan operasional Petugas Desa/Kelurahan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ berupa biaya penggandaan
dokumen, biaya pengangkutan dan pemasangan patok,
transportasi Petugas dari Kantor Keluraharr/Desa ke Kantor

Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

BABIV
BIAY RAERSIAPAN
Pasal4
(1) Dalam hal biaya kegiatan persiapan PfSL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka pembebanan biaya kegiatan persiapan PTSL
dibebankan kepada masyarakat peserta Program PfSL.
(2) Biayakegiatan persiapan PTSLsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebesar Rp.200.000,0{Fdua ratus ribu rupiah).
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak termasuk
biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan dan Pajak Penghasilan.

Pasal5

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya kegiatan
persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, yang dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah
terkait.

(2) Pemberian bantuan biaya kegiatan persiapan PTSLsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BABV
KETENTUANRENUTUP
Pasal6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
padatanggal 14 Mei 2018

~INt,

(J" GUSTISYAHYAR
Diundangkan di Rantau

pada tanggal 14 Mei 2018

S DAERAHKABUPATENAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 11



